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ABSTRAK 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER DALAM MELAKUKAN 

TINDAKAN MEDIS TERKAIT DENGAN PEREDARAN VAKSIN PALSU 

DI KABUPATEN SEMARANG 

 

Totok Sumariyanto  

 

Kasus peredaran vaksin palsu yang terjadi di Indonesia pada pertengahan 

tahun 2016 memberikan efek pada kerugian pihak pasien, juga memberi 

dampak pada dokter yang memberikan vaksin atau imunisasi kepada 

pasien. Dampak lain dari peredaran vaksin palsu tersebut adalah 

menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia kesehatan 

sehingga masyarakat merasa di tipu oleh dokter atas sebuah pelayanan 

medis yang diterimanya, akibatnya pihak dokter yang melayani pasien 

tersebut yang menanggung akibatnya. Hal tersebut menjadi menarik untuk 

diteliti oleh penulis.  Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini 

adalah yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan data 

primer dan sekunder dengan metode wawancara dari beberapa 

narasumber yaitu Kepala BPOM Jawa Tengah, Ketua IDI Kabupaten 

Semarang, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang,  Bagian 

pengadaan farmasi di RSUD Kabupaten Semarang, dan dokter RSUD 

Kabupaten Semarang yang melakukan pemberian vaksin secara langsung 

kepada pasien, serta studi kepustakaan dan dokumen–dokumen yang 

berkaitan. Penelitian ini dilakukan secara eksplanatif. Berdasarkan hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa Peraturan yang mengatur tentang 

peredaran obat atau vaksin di Indonesia sudah memadai. Proses 

peredaran dan pengadaan vaksin di kabupaten semarang pada RSUD 

Ambarawa dan RSUD Ungaran telah dilakukan sesuai dengan prosedur, 

termasuk juga dalam pelaksanaan pengadaan vaksin sehingga terkontrol 

dengan baik. Tanggung jawab atas adanya peredaan vaksin palsu di 

indonesia merupakan tanggung jawab BPOM dan dinas Kesehatan selaku 

bagian dari pemerintah yang melakukan pengawasan atas izin dan 

peredaran vaksin atau obat. Karena obat ataupun vaksin tidak mungkin 

dapat beredar di masyarakat jika pengawasan dan pengontrolan yang 

ketat dan berkala oleh BPOM dan Dinas kesehatan. 

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Dokter, Tindakan Medis, Peredaran 

Vaksin palsu 

 



ABSTRACT 

LEGAL PROTECTION FOR DOCTORS IN DOING MEDICAL 

ACTIVITIES RELATED TO THE DISTRIBUTION OF FALSE VACCINE 

IN SEMARANG DISTRICT 

Totok Sumariyanto  

 

 

The case of the false vaccine circulation that occurred in Indonesia in mid-

2016 give effect on the patient's party losses, also gave an impact on 

doctors who provide vaccine or immunization to the patient. Another 

impact of the circulation of the false vaccines are lowering public 

confidence towards the world health community feel at once by a doctor 

on a medical service that he received, as a result the party doctors who 

serve patients those who suffer the consequences. It becomes interesting 

to researched by the authors. The research method used in this thesis is 

sociological juridical. Data collection was done with primary and secondary 

data that were gathered by interviews with some resources, such as Head 

of BPOM Central Java, Chairman IDI Semarang District, Head of District 

Health Office of Semarang, Pharmaceutical procurement department in 

Semarang District Hospital, doctor of RSUD Kabupaten Semarang who do 

the vaccine directly to patients, as well as library studies and related 

documents. This research is done explanatively. The result of the 

research, it can be concluded that the regulation concerning the circulation 

of drugs or vaccine in Indonesia is adequate. The process of circulation 

and procurement of vaccines in the district of Semarang on RSUD 

Ambarawa and RSUD Ungaran have been conducted in accordance with 

the procedures, including also in the implementation of the procurement of 

the vaccine so well controlled. Responsibility for the false vaccine relief in 

Indonesia is the responsibility of BPOM and the Health Department as part 

of the government which supervises the permits and circulation of 

vaccines or drugs. Because drugs or vaccines are not possible to circulate 

in the community if strict and regular monitoring and control by BPOM and 

the Health Department. 

Keywords: Legal Protection, Doctors, Medical Action, false Vaccine 

Distribution 

 

 




